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FAKTA

bekas tambang pasir kwarsa 
di Tayan Hilir, kabupaten Sanggau 

bekas tambang batubara di Kalsel bekas tambang pasir di Padalarang 

bekas tambang pasir di Padalarang 



1. change the form and contour of the environment;
2. exploit a natural resources (renewable or non-renewable);
3. may cause environmental pollution and/or damage and/or 

degradation of natural resources;
4. result in natural and artificial environmental, social and cultural 

impacts;
5. impact the sustainability of a natural resource conservation area 

and/or the protection of cultural heritage;
6. introduce new species of plants, animals and micro-organisms;
7. produce and utilise natural or non-natural raw material;
8. are high risk activities and/or impact State defence; and/or
9. implement new technology which is predicted to have a large impact 

on the environment.

ENVIRONTMENT IMPACT ANALYSE



An AMDAL document consists of:
1. the Terms of Reference;
2. an Environmental Impact Statement (ANDAL); and
3. an Environmental Management Plan and Environmental Monitoring 

Plan (RKL-RPL).

AMDAL
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Forest Loss in Sumatra 1900-2010 
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Posisi Propinsi menurut
Nilai Rata – Rata IKLH 2006 - 2008

No. Provinsi Indeks KLH

2006 2007 2008

___________________________________________________________

1. Nanggroe Aceh Darussalam 93,33 92,30 66,17

2. Sumatera Utara 66,78 63,76 69,95

3. Sumatera Barat 92,66 96,31 83,83

4. Riau 49,75 51,49 55,16

5. Jambi 74,26 69,25 73,83

6. Sumatera Selatan 59,07 71,48 67,27

7. Bengkulu 62,91 64,93 80,04

8. Lampung 68,91 79,78 83,27

9. Bangka Belitung 40,32 41,48 56,63

10. Sulawesi Utara 85,33 80,37 91,23

11. Sulawesi Tengah 64,39 67,11 81,00

12. Sulawesi Selatan 62,95 67,24 64,62

13. Sulawesi Tenggara 69,31 58,01 57,40

14. Maluku 57,89 57,99 65,09

15. Papua 72,48 71,90 71,87

16.Bali 80,82 85,61 76,47



Posisi Propinsi menurut
Nilai Rata – Rata IKLH 2006 - 2008
17. Nusa Tenggara Barat 63,71 86,90 88,98

18. Nusa Tenggara Timur 47,52 60,16 79,92

19. Kalimantan Barat 68,50 69,60 73,40

20. Kalimantan Tengah 44,75 51,35 46,01

21. Kalimantan Selatan 45,07 51,65 46,90

22. Kalimantan Timur 78,56 70,42 59,82

23. DKI Jakarta 45,16 52,24 35,31

24. Jawa Barat 43,47 43,09 46,98

25. Jawa Tengah 59,32 66,54 55,23

26 DI. Yogyakarta 48,01 45,67 73,83

27. Jawa Timur 56,16 58,40 64,57

28. Banten 65,53 54,98 44,76 
________________________________________

Indonesia 58,45 61,04 60,72

IKL : indikator kualitas air (BOD, COD, Phospat, Fenol, E-coli, nitrat)

indikator kualitas udara (PM10, SO2, NO2, CO, O3)

indikator tutupan lahan (Luas & kerapatan)



Urutan Kepulauan menurut 
Nilai Rata – Rata IKLH 2006 - 2008

Urutan Kepulauan IKLH

_______________________________________

1. Papua 75,29

2. Sulawesi 73,66

3. Bali dan Nusa Tenggara 68,96

4. Sumatera 64,63

5. Kalimantan 62,01

6. Jawa 53,50

_______________________________________

Indonesia 60,07
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Pasal 33 ayat (3)

UUD 1945

PELAKSANAAN

UU No. 5/1990UU No. 41/1999

UU No. 5/1960 UU No. 23/2014

PELAKSANAAN

P

E

L

A

K

S

A

N

A

A

N

P

E

L

A

K

S

A

N

A

A

N

I. HUKUM SDA

UU No.26/07

UU No. 7/2004

UU No. 18/2013

UU No.4/2009
UU No.32/2009

UU No. 31/2004



Perencanaan

Pemanfaatan

Pengendalian

Pemeliharaan

Pengawasan

Penegakan 

Hukum

Ruang Lingkup

Sumber: Pasal 4 UU 32/2009

SERUPA DENGAN

CIRI LINGKUNGAN:

Sistem (systems)

Berstruktur
(structure)

Saling-Tergantung
(interdependency)

Jaring kerja
(networks)

Keanekaragaman
(diversity)

Holistik (holistic)

Dinamis (dynamic)

Keseimbangan
(equilibrium)



KLHS
Instrumen 

ekonomi LH

Audit LH

INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU 
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP [BAGIAN DARI PENGENDALIAN] 
→ DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

HIDUP

Tata ruang

AMDAL

Perizinan

UKL-UPL

Kriteria baku

kerusakan LH

Baku mutu LH

Analisis risiko LH

Anggaran 

berbasis LH

PUU berbasis LH

Instrumen lain 

sesuai kebutuhan



Apa sich RPPLH itu...?!

Sumber: Pasal 1 angka 4 UU 32/2009

adalah perencanaan tertulis yang 
memuat potensi, masalah lingkungan 
hidup, serta upaya perlindungan dan 
pengelolaannya dalam kurun waktu 

tertentu



Perencanaan

Dilakukan melalui tahapan:

Inventarisasi lingkungan hidup

Penetapan wilayah ekoregion

Penyusunan Rencana Perlindungan & 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Sumber: Pasal 5 UU 32/2009



PENYUSUNAN RPPLH 

RPPLH KABUPATEN/KOTA

RPPLH PROVINSI

RPPLH NASIONAL
 KEWAJIBAN PEMERINTAH 

[MENTERI, GUBERNUR, 
BUPATI/WALIKOTA]

 DILAKUKAN SECARA 
HIERARKIS

 DIATUR DALAM BENTUK PP, 
PERDA PROV/KAB/KOTA.

 DASAR UNTUK 
PENYUSUNAN RPJM-N, 
RPJM-P, RPJM-KAB/KOTA

Sumber: Pasal 10 UU 32/2009



Dilakukan berdasarkan RPPLH

Bila RPPLH belum tersusun, pemanfaatan SDA dilakukan 
berdasarkan daya dukung & daya tampung lingkungan hidup 
dengan memperhatikan:

Keberlanjutan proses & fungsi lingkungan hidup

Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup

Keselamatan, mutu hidup, & kesejahteraan masyarakat

Pemanfaatan

Sumber: Pasal 1 angka 4 UU 32/2009



Lalu apa KLHS itu...?!

Sumber: Pasal 1 angka 10 UU 32/2009

adalah rangkaian analisis yang sistematis, 
menyeluruh, dan partisipatif untuk

memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu
wilayah dan/atau kebijakan, rencana, 

dan/atau program



Mekanisme Pelaksanaan KLHS



Relung Aplikasi Kajian Analisis Lingkungan

Kajian Lingkungan Hidup Strategik (KLHS)

AMDALKLHS Kebijakan

KLHS Regional / Program

KLHS SektorKLHS Tata Ruang

Partidario (2000, 2003)

Kebijakan Rencana Program Proyek

KAJIAN ANALISIS LINGKUNGAN



Gambar 1. Perubahan temperatur rerata tahunan (oC dari rerata iklim 1961-1990) periode 30 
tahunan pada 2050an dan 2080an untuk 4 skenario. Angka tertulis menunjukkan prediksi 

perubahan  untuk setiap model “land gridbox” di Indonesia. 



Gambar 2. Perubahan curah hujan pada Desember-Februari dan Juni-Agustus (% perubahan 
dari rerata iklim 1961-1990) untuk periode 30 tahunan pada 2080an untuk 4 skenario. Angka 

tertulis menunjukkan prediksi perubahan  untuk setiap model “land gridbox” di Indonesia.



KERENTANAN TERHADAP BANJIR DAN 
KENAIKAN MUKA AIR LAUT



1. Air hujan 
[Stormwater]

Rumah dengan alokasi 
penyimpanan air 
[water storage]



1. Air hujan 
[Stormwater]

Rumah dengan alokasi 
penyimpanan air 
[water storage]



2. Air hujan 
[Stormwater]

- Air sejernih kristal

- Harmoni  tata ruang 
dengan tanah



3. Keselamatan 

dari banjir [Flood 
Safety]

Nieuwerkerk Noord -
Cara alternatif
penyiapan bangunan



4. Keselamatan 
dari banjir 
[Flood Safety] 
(Delft U.T.)
Contoh Kasus: Moordrecht

1,30m → anti banjir

Dryproof: 
Split level 
with 
aquarium
glass

Dryproof: Split level 
with waterproof walls

raise: Terp Wetproof:  split level house 



3 levels:
Gouweknoop and the
Red Waterparel

1. 10 Measures for a climateresilient 
nature, with green knot 
in the gouweknoop

2. Waterdrain and waterreservoir
3. Waterstorage on and in buildings

5. Alam, 
kekeringan & 
panas
Xplorelab
climate-engine Gouweknoop



5. Alam, 
kekeringan & 
panas
Xplorelab
climate-engine Gouweknoop



Isi Presentasi
• Sistem Manajemen Lingkungan
• Apa itu AMDAL
• Apa saja kegiatan wajib AMDAL
• Apa manfaat AMDAL
• Bagaimana proses & kewenangan AMDAL
• Apa itu lisensi
• Siapa yang boleh susun AMDAL
• Pemutihan AMDAL & UKL-UPL
• Penegakan Hukum AMDAL & UKL-UPL

30



1
SISTEM 

MANAJEMEN 
LINGKUNGAN
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SISTEM MANAJEMEN 
LINGKUNGAN

WAJIB SUKARELA

AMDAL

UKL-UPL

SPPL

AUDIT WAJIB

ISO-14001
EMAS

Responsible Care
Produksi Bersih

SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN DI 
INDONESIA

32



Audit

ISO 
14000

Eko
label

Cleaner
Prod

Peraturan
Perundang-
an

Kebijakan
Lingkungan

Good Enviromental Governance

Market based Instrument

Kepedulian
Konsumen

Teknologi

Perangkat Manajemen Lingkungan

Prokasih Langit
Biru

Program DAS Kritis

Pantai &
Laut
Lestari

Keanekaragaman
Hayati

Adipura

PROTOKOL
CARTAGENA

PROTOKOL
KYOTO

KONVENSI
BAZEL

PROTOKOL
MONTREAL

Project 
level

Ecosystem 
Level

National/
Kabupaten 

level

UKL &
UPL

Global 
level

AMDAL
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✓KEPMEN LH 056/1997 → Ukuran Dampak Penting;

✓KEPNMEN LH 5/2000→ Pedoman Penyusunan AMDAL Lahan Basah;

✓KEPKA BAPEDAL 08/2000→ Pelibatan Masyarakat dalam AMDAL;

✓KEPMEN LH 45/2005 → Pedoman Pelaporan RKL-RPL;

✓PERMEN LH 08/2006→ Pedoman Penyusunan AMDAL;

✓PERMEN LH 11/2006 → Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL;

✓PERMEN LH 05/2008 → Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL;

✓PERMEN LH 07/2010 → Sertifikasi & Registrasi AMDAL;

✓PERMEN LH 13/2010 → Pedoman UKL-UPL dan SPPL;

✓PERMEN LH 14/2010 → Dokumen Lingkungan (DELH & DPLH);

✓PERMEN LH 15/2010 → Tata Cara Lisensi;

✓Kepmen Sektoral/Pimpinan LPND;

✓Perda Propinsi/Kabupaten/Kota;

✓Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Peraturan Pelaksanaan PP 27 Tahun 1999

34



2 APA ITU AMDAL
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Apa-sih AMDAL itu?

 Alat bantu pengambilan keputusan bagi eksekutif 
terhadap kelayakan lingkungan suatu proyek

 Alat perencanaan pengelolaan lingkungan hidup 
bagi proyek yang berdampak penting

 Studi kelayakan lingkungan hidup terhadap suatu 
rencana proyek

36



kajian mengenai dampak besar
dan penting suatu usaha

dan/atau kegiatan yang 
direncanakan pada lingkungan hidup

yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan. 

Sumber: Pasal 1 ayat 1 PP 27 Tahun 199937



untuk apa??

 ASPEK TEKNIS:

– Untuk menghindari & meminimalisasi dampak lingkungan
sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan

– Survei, prakiraan, dan evaluasi dampak berupa polusi, gangguan
keanekaragaman ekosistem, hubungan manusia-alam dan
lingkungan global (nir emisi, efek rumah kaca dll).

 ALAT KOMUNIKASI:

– Untuk mendapatkan konsensus dengan masyarakat (terkena
dampak), akuntabilitas pemrakarsa dan pemerintah, dan
keterlibatan masyarakat dalam pembangunan

38



 Bagaimana pengelolaan dampak melalui 

AMDAL?

3 Prinsip PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN

 Hindari (avoidance)

 Minimisasi (minimisation)

 Penanganan (mitigation)

• Apakah proyek 
dibutuhkan?

• Apakah proyek harus 
dilaksanakan saat 
ini?

• Apakah ada 
alternatif lokasi?

• Mengurangi skala, besaran, ukuran
• Apakah ada alternatif untuk proses, desain, bahan 

baku, bahan bantu?

Tinggi

Prioritas

Rendah

Memberikan kompensasi atau ganti 
rugi terhadap lingkungan yang rusak

Sumber: UNEP, 2002
39



AMDAL bagian integral dari Studi Kelayakan 

Kegiatan Pembangunan

AMDAL bertujuan menjaga keserasian hubungan 

antara berbagai kegiatan agar dampak dapat 

diperkirakan sejak awal perencanaan

AMDAL berfokus pada analisis: Potensi 

masalah, Potensi konflik, Kendala SDA, 

Pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek

Dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin

bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat, 

aman terhadap lingkungan

2

3

4

1

PRINSIP-PRINSIP AMDAL
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3 APA SAJA KEGIATAN 
WAJIB AMDAL

41



AMDAL UKL-UPL SPPL

BERDAMPAK 
PENTING

TIDAK 
BERDAMPAK 

PENTING

 DI LUAR AMDAL/ 
UKL-UPL

 GOL. EKONOMI 
LEMAH

42

Pasal 22 ayat (1)
UU 32/2009

Pasal 34 ayat (1)
UU 32/2009

Pasal 35 ayat (1)
UU 32/2009



KEGIATAN WAJIB AMDAL

43



Lampiran II PERMEN LH 11/2006
[Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL]

Lampiran II. Daftar Kawasan Lindung

Catatan:
 Kawasan lindung nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 10 wajib ditetapkan dalam 

PERDA Provinsi atau PERDA Kabupaten/Kota [Pasal 34, KEPPRES 32/1990 
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung] 44



PENDEKATAN STUDI AMDAL

 AMDAL  untuk usaha dan/atau kegiatan tunggal

 AMDAL  untuk usaha dan/atau kegiatan terpadu

Kriteria usaha dan/atau kegiatan terpadu meliputi:

a. melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi berbagai 

usaha dan/atau kegiatan dimaksud

b. berbagai usaha dan/atau kegiatan tersebut mempunyai 

keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan proses 

produksinya;

c. usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam kesatuan 

hamparan ekosistem;

45



PENDEKATAN STUDI AMDAL …

 AMDAL  untuk usaha dan/atau kegiatan kawasan

Kriteria usaha dan/atau kegiatan kawasan meliputi:

a. berbagai usaha dan/atau kegiatan yang saling terkait 

perencanaannya antar satu dengan yang lainnya;

b. berbagai usaha dan/atau kegiatan tersebut terletak 

dalam/merupakan satu kesatuan zona rencana 

pengembangan wilayah/kawasan sesuai dengan rencana tata 

ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan:

c. usaha dan/atau kegiatan tersebut terletak pada kesatuan

hamparan ekosistem.

46



4 APA MANFAAT 
AMDAL

47



 Sebagai “environmental safe guard”
 Pengembangan wilayah

◆ Sebagai pedoman pengelolaan lingkungan
 Pemenuhan prasyarat utang (loan)

 Rekomendasi dalam proses perijinan

MANFAAT AMDAL

48



 Manfaat AMDAL dalam

PERENCANAAN WILAYAH

Pasal 2 Ayat (2) PP 27/1999:

Hasil AMDAL digunakan sebagai bahan perencanaan 
pembangunan wilayah

49



AMDAL versus
Perencanaan Wilayah

◆Pembangunan Kawasan 
Industri JABABEKA, 
Cilegon, Serang, Banten

◆ Luas Kawasan: 2000 ha
– Luas Lahan Industri 1800 ha 

(kawasan hijau min. 10% 
dari luas total, SK 
Menperindag No.50/1997)

– Standar Pekerja Industri: 
90-100 TK/ha

– 1,5 TK sebanding dengan 1 
KK membutuhkan rumah

50



IMPLIKASI terhadap

TATA RUANG

Tenaga Kerja :

90 TK/ha x 
1800 ha = 
162.000 TK

Jika standar 1 kelurahan 
adalah 26.000 penduduk, 
maka ada 6 kelurahan 
(baru?)

Kebutuhan Rumah:
162.000 TK / 1,5 = 
108.000 unit rumah

Untuk 108.000 unit rumah
dibutuhkan lahan seluas: 
(asumsi 1 rumah = 70 m2)
108.000 x 70 m2 = 7.560.000 
m2 = 756 ha

51



◆Kebutuhan infrastruktur?
– Jalan

– Jembatan

– Fasum/fasos

– Dll

◆Kebutuhan Utilitas?
– Air

– Listrik

– Telepon

 Perubahan tata ruang disekitar yang 
dipicu pembangunan kawasan

 Bangkitan lalu lintas (barang & 
pekerja pendatang)

 Peningkatan kebutuhan pemukiman 
dan fasilitas lingkungan bagi pekerja 
pendatang

 Perubahan iklim mikro akibat 
berubahnya fungsi lahan

 Timbulnya run-off yang dapat 
menimbulkan banjir

 Adanya interaksi  dengan berbagai 
kegiatan sekitar yang bersifat 
sinergis maupun antagonis

 Berbagai dampak sosial, ekonomi 
dan budaya akibat interaksi 
pendatang dan penduduk lokal

IMPLIKASI terhadap

TATA RUANG

52



 Digunakan sebagai bahan bagi proses pengambilan keputusan 
tentang penyelengaraan usaha dan/atau kegiatan - PP 27 Tahun 
1999 Pasal 1 

 Rekomendasi Izin

AMDAL harus :

Sumber : PP 27 Tahun 1999

Tertuang dalam izin dengan mencantumkan syarat 
dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam RKL 
RPL sebagai ketentuan dalam izin - PP 27 Tahun 
1999 Pasal 7 ayat (2)

Digunakan sebagai syarat wajib yang harus 
dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha 
dan/atau kegiatan – PP 27 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 
(1)
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AMDAL & PERIZINAN

PRA DESENTRALISASI

Izin Lokasi AMDAL Izin  Melakukan Usaha

DESENTRALISASI

AMDAL Izin Lokasi & Izin melakukan Usaha

PASCA UU 32/2009

AMDAL Izin Lingkungan Izin melakukan Usaha

54



5
BAGAIMANA 

PROSES & 
KEWENANGAN 

AMDAL
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Proposal Kegiatan

Penapisan

Wajib AMDAL Wajib UKL/UPL

Pelingkupan

Penilaian

KA-ANDAL

Komisi

Penilaian ANDAL, 

RKL, RPL

Komisi

Tidak Layak Layak

Penyusunan

UKL/UPL

Penilaian

UKL/UPL

Koordinasi

Sesuai

persyaratan

mari KITA lihat !
Skema AMDAL-UKL/UPL

Hanya 60 jenis kegiatan, 

ke depan lebih sedikit

>1200 jenis kegiatan, 

termasuk MIGAS & LB3

56



Sumber: PERMEN LH 05/200857



Sumber: PERMEN LH 05/200858



6 APA ITU LISENSI
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Kompetensi &

Integritas

Penilai/Komisi

Pasal 29, UU 32/2009
Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi 
dari Menteri, gubernur, atau bupati/ 
walikota sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup  
Nomor 15 Tahun 2010 tentang TATA CARA LISENSI 

KOMISI PENILAI AMDAL

BERLAKU EFEKTIF 7 MEI 2011
BAGI PROVINSI & PUSAT

LISENSI
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PENERBITAN LISENSI

Menteri Komisi
Penilai Pusat

gubernur Komisi Penilai
provinsi

bupati/

walikota
Komisi Penilai

kabupaten/kota

Dapat diberikan
setelah

memenuhi
persyaratan

lisensi

Dapat diberikan
1. setelah

memenuhi
persyaratan
lisensi, dan

2. mendapatkan
rekomendasi

Pasal 2 ayat (2), (3), 4)
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PERSYARATAN LISENSI

a. ketua komisi penilai (min. eselon II);

b. memiliki sekretariat komisi penilai;

c. memiliki tim teknis (min. 2 (dua) orang bersertifikat 
amdal penyusun dan min. 3 (tiga) orang bersertifikat 
amdal penilai);

d. keanggotaan komisi penilai min. mencakup tenaga ahli 
di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, 
kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan 
LH;

e. adanya organisasi lingkungan hidup atau LSM sebagai 
anggota komisi penilai; dan

f. adanya kerjasama dengan laboratorium terakreditasi 
atau memiliki kemampuan menguji contoh uji kualitas 
LH, minimal parameter air dan udara. 

Pasal 2 ayat (5)
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PEMBERIAN REKOMENDASI

Tim terpadu terdiri atas:

 unsur instansi lingkungan hidup provinsi; 

 unsur instansi yang melakukan penunjukan 
dan/atau memberikan rekomendasi terhadap 
laboratorium lingkungan; dan

 unsur perguruan tinggi.

gubernur
Komisi Penilai

kabupaten/kota

Deputi Menteri
(setelah dilakukan verifikasi permohonan

rekomendasi oleh Deputi Menteri)

Komisi Penilai
provinsi

Didasarkan atas hasil verifikasi
tim terpadu yang dibentuk

oleh instansi LH provinsi

Pasal 2 ayat (6), (7) , (8)
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7 SIAPA YANG BOLEH 
SUSUN AMDAL
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Kompetensi &

Integritas

Penyusun

Saat ini berlaku Peraturan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang 
SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN 

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN 
HIDUP DAN PERSYARATAN LEMBAGA PELATIHAN 

KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS 
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

BERLAKU EFEKTIF 3 OKTOBER 2010
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•Sistem administrasi (organisasi)
•Struktur
•Kerjasama
•Administrasi
•Informasi, dokumen & rekaman
•Kualifikasi teknis

KLH

R
eg

is
tr

as
i

Uji 
kompetensi

R
e

gi
st

ra
si

LPK AMDAL 
[DIKLAT AMDAL]


LSK
(INTAKINDO)


LULUSAN 
LPK AMDAL



LPJPDA 
[KONSULTAN]


10 syarat 
kompetensi

 Mekanisme Registrasi & Uji Kompetensi

LRK [KLH]

JALUR TANPA LPK

PENDIDIKAN/PROFESI

 PENGALAMAN KERJA

66



67



Ini alamat website Lembaga Sertifikasi 
Kompetensi AMDAL (INTAKINDO)

http://amdal.intakindo.info
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Peserta yang lulus uji 
kompetensi
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Ini alamat website LRK (Lembaga 
Registrasi Kompetensi) di KLH:

http://kompetensilingkungan.menlh.go.id
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MEDIA 
INDONESIA

16 JUNI 2009
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SUASANA REKRUITMEN ASESOR LSK AMDAL, 12-14 MEI 200972



8
“PEMUTIHAN” 

AMDAL & UKL-UPL 
[DELH & DPLH]
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“PEMUTIHAN TERAKHIR”

KEGIATAN WAJIB 
AMDAL

KEGIATAN WAJIB 
UKL-UPL

DOKUMEN 
EVALUASI LH

DOKUMEN 
PENGELOLAAN LH

PALING AKHIR: 3 OKTOBER 2011
Sumber: PERMEN LH 13/2010 74



a. Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum 
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

b. Telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum 
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

c. Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata 
ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan

d. Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki 
dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan
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9
PENEGAKAN 

HUKUM AMDAL & 
UKL-UPL
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Berdasarkan UU 32/2009
Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun

amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i dipidana dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga

miliar rupiah).

Pasal 111

1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi

dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau

kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan

denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap

ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-

undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72,

yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang

mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama

1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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Ketentuan Sanksi Pidana

Jenis Pelanggaran
Pidana Denda (rupiah)

Minimum Maksimum Minimum Maksimum

Memasukkan B3 5 tahun 15 tahun 5 miliar 15 miliar

Membakar lahan 3 tahun 10 tahun 3 miliar 10 miliar

Melakukan usaha 
dan/atau kegiatan 
tanpa izin

1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar

Menyusun AMDAL 
tanpa memiliki 
sertifikat kompetensi 
penyusun AMDAL

- 3 tahun - 3 miliar

Menerbitkan izin 
lingkungan tanpa 
dilengkapi AMDAL 
atau UKL-UPL

- 3 tahun - 3 miliar
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... lanjutan
Jenis Pelanggaran

Pidana Denda (rupiah)

Minimum Maksimum Minimum Maksimum

Menerbitkan izin 
usaha tanpa 
dilengkapi izin 
lingkungan

- 3 tahun - 3 miliar

Tidak melakukan 
pengawasan

- 1 tahun - 500 juta

Memberikan informasi 
palsu

- 1 tahun - 1 miliar

Tidak melaksanakan 
perintah paksaan  
pemerintah

- 1 tahun - 1 miliar

Menghalang-halangi 
pejabat pengawas 
dan/atau PPNS

- 1 tahun - 500 juta
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TAK ADA 
TOLERANSI 

UNTUK 
AMDAL 

AMPLOP



PENCABUTAN 
IZIN

PENCABUTAN 
SEMENTARA 

IZIN

PAKSAAN 
PEMERINTAH

AUDIT WAJIB

TEGURAN KETIGA

TEGURAN KEDUA

TEGURAN PERTAMA
KONSULTASI & BANTUAN TEKNIS UNTUK 

PENINGKATAN KINERJA [PELANGGARAN TIDAK SERIUS]

PENAATAN SUKARELA

PIRAMIDA PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI

81



(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku
mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif
yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran
dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 100

UU 32/2009 tentang PPLH
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Terima kasih
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